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TENTANG
PEDOMAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TtsRPADU

KEPALA BADAN PELAYANAN PI]iRIZINAN'I'IJIIPAD(J,

lv{enimbang : a. lahwa sebagai upaya rneningkatkan kineria pelayanan Badan
Pelayanan Perizinan 'ferpadu (lll'}2'l') Acch dalarn mewujuclkan
pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan seiiingga
mampu memberikar pelayanan prinra kcpacla pcngguna jaia
pelayanan maka perlu me'gatur pecioma' etilia pelayanin publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaitnani diinaksui dala'r
huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Propinsi Atieh dan perubalran peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
undang-undang Nomor 32 'rahun 2004 tentang pemerintahan

laerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan unda.g-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah;
undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun Z00j tentang penanaman
Modal;
undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
Peraturan Pemerinteh Nomor 65 tahun 2005 tentang pedornan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang peciornan
Pernbinaan dzur Pengawasan Penyel e nggafty'.n penrerin tah Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayzuran

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanarnan Modal:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 200g tentang
Pedoman organisasi dan Tata Keria unit pelayanan perizinan
Terpadu di Daerah;
Kepufusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.pA\11212004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah ;,

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolcrasj Nomor Kep/26/M.PAI\l/2/2004 renfang
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggariun Pelayanan Publik;
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Qanun AcehNomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaya.nan Publik;

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Ke4a Badan Pelayanut Perizinan 'J'erpadu Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal;
Feraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahu:r 2009 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2009 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Bidang Sumber Daya
Alam dan Non Sumber Daya Alam pada tladan Pelayanan
Perizinan Terpadu Aceh;
Peratwan Gubemur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangzur di Bidang Penanaman Modal Kepada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nornor 36 Tahun 2010 tentang Pedonran
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
Peraturan Gubemur Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
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Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMI)AT

MEMUTUSKAI.{:

Pedoman Etika Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepulusan ini;
Pedoman etika pelayanan publik sebagairnana dimaksud pada Dikturn
Kesatu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala BP2T Aceh
Nomor 065lBP2Tl22l2009lentang Pedoman lnternal Sikap dan Perilaku
Pelaksana Pelayanan Pada BP2T Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabil;l dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di llanda Aceh

pada tzurggal 17 Pebruari 20l2lvl
df, ltabiul Awal 1433 H

PEI-A YANAN P I]RIZIINAN TERPADU.

YAUJA T4Si
PEMBINA IJTA A MADYA
Nip. 19601231 t98710 I 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

l. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

3. Sebetaris Daerah Aceh;
4, Para Asisten dilingkungan Setda Aceh;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
6. Kepala BappedaAceh;
7. Kepala Inspektorat Aceh;
8. Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Organisasi

Aceh;

.t

KEPALA BADAN

dan Kcpala tliro Adrninistrasi Pernblngunan Scttla



LATIPIRAN KEPI-;TUSAN KE,P,\Lz\ BP2T ACE,H
NOMOIT : 065/tlt,2-l'tq- tl\0t2
TANGGAI, : l7 PebuiLr"i 201,2 M

"tC, I{"birl A*"1 1433 II

PEDOMAN ETIKA PELAYANAN PT]BI,IK
PADA BADAN PELAYANAN PEzuZINAN TERPADU ACETI

PENDAITULUAN

Badan Pelayanan Perizinar Terpadu (8P21) Aceh ciibentuk rmtuk memberikan

pelayanan pengurusm perizinan dan nonpelizinan bagi warga masyarakat secara lebih

sederhana, karena semua proses pengurusan pcrizinan sampai selesai dokumen ditanda

tangani dilakukan pada satu tempat. 'Iujuan utama] clibentuk BP2'f adalah rmtuk

memperbaiki kualitas pelayanan pubiik bagi warga nrasyalakat, memperbaiki iklirn

investasi dan terbuka peluang usaha produktif serta memungkinkan tirnbulnya inovasi-

inovasi pelayanan publik di Aceh.

Ada dua hal yang menjadi faktor penemu keberhasilan pelayanan pada BI'}2T Aceh,

pertarna adanya sistem pelayanan yang sederhana" mudah, cepat dan transparan, kedua

adanya manajemen dan tata kelola BP2T yang profesional dan memiliki mentalitas

pelayanan yang primd, yNE mengadopsi berbagai inovasi bagi peningkatan kuaiitas

manajemen BP2T.

Untuk membantu meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola BP2'I, maka

pedoman ertika (standar norma) pelayanan hams disusun, dipahami dan dilaksanakan

secara konsisten oieh seluruh pegawai BP2T. Sebagai sebuah unit kerja Pemerintah Aceh

yang diberi keweniurgan melakukan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan

dirasakan perlu unhrk menetapkan pedoman etika dalarn tnemberi pelayanatr kepada

masyarakat, karena hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam manajemen

pelayanan.

Pedoman etika ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan dan

nonperizin;an di BP2T sehingga meningkatnya kcnyanlanan dan kcpuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang tersedia. Semakin tinggi kualitas pelayanan, semakin baik citra

kualitas layanan dan semakin tingginya kel-randalan didalam menyeditrkan pelayanan

kepada masyarakat yang dapat dilakuhan oleh Bl'}2'f Acch.

.Norma dan Etika pelayanan yang disusr"rn ini berlaku bagi seluruh pegawai llP2f',

tidak terbatas hanya pada pegawai yang melayani pemorosesan permohonan perizinanan

dan nonpe,rizinan secara langsung tapi berlaku pula disemua strata jabatan yang ada di

BP2T Aceh.

prinsip Dasar Pedoman Etika (standar nonna) Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan BP2T Aceh adalah :

1. Pelanggan adalah pusat perhatian (Center of Attcntion) pelayanm bagi BP2'1', sehirtgga

kepuasan pelanggan adalah tugas u&rma yarLg hartrs diwujudkan oleh pegawai BP2T

Aceh.



2. Etika pelayanan adalah sendi utama. di daliun menjaiankan tugas pelayanan perizinan
dan nonperizinan BP2T Aceh.

3. Etika pelayanan menjadi nilai yang dijunjung tinggi olcrh sctiap pegawai Bp2'l'Aceh.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapr.rn rnaksud dan tujuan dari penyusr-urarr l'ccloman l:tika I)clayanau lrublik pada llatial
Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh adalah :

l. Pedoman Etika Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dalam memberikan pelayanan prima di biJang perizinan dan
nonperizinan.

2. Tujuan Pedoman Etika Pelayanan Publik irri adalah untuk dapat menjadi pedoman bagi
seluruh pegawai BP2T Aceh, agar beretika yang baik saat memberikan pelayzurzur
perizinan dan nonperizinan sehingga memperkaya pengetahuan dan menanamkan etos
pelayanaa prima yang disiplin, tertib, berkualita.s dan beretika tinggi serta teratur di
dalam menjalankan setiap aktifitas pelayanan.

TII. NORMA DAN ETIKA MEMBERIKAN PE,LAYANAI.{

Adapun norrna dan etika pelayanan pada tsadan Felayanan Periz.inan Terpadu aclalah

sebagai berikut :

1. Nonrna dan Etika Menerima Telepon adalah sebagai berikut :

a. penerima telepon diharuskan untuk selalu mengucapkan lialam saat menerima
telepon;

b. menyebu&an nama secara ringkas dan jelas;
c. menanyakan bagaimana penerima telepon dapat membantu penelpon;
d. jika peneipon harus menunggu beberapa saat, sampaika:r permohonan untuk

menunggu. Saat kembali berbicara sesudalr menrmggu, ucapkan terima kasih atas
waktunya dan kesediaannya menunggu;

e. sebelum memberikan jawaban, ajukan pertanyaan kembali secara ringkas untuk
memastikan penerima telepon memahami pertanyaan/permintaan penelpon;

f. jika pembicaraan akan usai, pastikan kembali apakah seluruh kebutuhan penelpon
sudah terpenuhi. Jika sudah, sarankan penelpon untuk menghubungi BP2T
kembali jika ada keperluan/pertanyaan;

g. sampaikan terima kasih sudah rnenghubungi BP2T;
h. tutup pembicaraan dengan mengucap salam;
i. setiap pembicaraan, pastikan untuk memelihara kesopanan dan kesantunan.

masyarakat tidak menyukai penerima telepon yang tidak dapat membantu, tidak
ramah dan tidak memiliki sopan santun;

j. bicara dalam nada yang ramah dan teratur serta dengan ritme yang baik ( tidak
- terlalu cepat/terlalu pelan) dan.jelas:

k. jika menggunakan telepon bergagang, letakkan gagang telepon secara baik-
Selain memastikan line telepon tetap terbuka seda saat meletakkal telepon tidak
terkesan membanting telepon.

IV. NORJVIA DAN trTIKA BERPAKAI,A.N

Adapun norma dan etika berpakaian adalah sebagai berikut:
1. Pegawai BP2T memiliki standar seragam yang dikenakan pada setiap hari kerja (Senin

s/d Jumat) sebagaimana yang diatur dalam Surat Gubemur Aceh Nomor
P2USP.025 /74312007.



a' Bagi perempuan, selain menggunakan pakaian seragam sebagaimana disebu&andalam point 1 ini, mereka.luga diw4iutun r""ngenakan jilbab yarg senada denganpakaian seragam.
b' Bagi pegawai Pria pakaian yang dikenakan juga disesuaikan deni;an point 1 diatasdan dilarang menggunakan celana jeans. J Q

c' Riasan wajah dan alsesori yang digunakan tidak berlebihan dan rniencolok.d' Bagi pegawai BP2T diharuskan menggunakan sepatu selanra jam rlinas kanror.

3' Pegawai BP2T dilarang mengenakan pakaian seragam tlari bahan yang tipisitr1msparan.

V. LARANGAN

Pejabat dan staf yang diberikan tugas untuk rnelaksanakan pelayan;rn perizinan dan
nonperizinan pada Bp2T dilarang :

menjadi perantara dalam proses izin;
melakukan pungutan liar diluar ketentuarr yang berlaku;
melaksanakan pelayanan dengan membedakarisuku, agarna, ras clan golongan;
melakukan pelayanan diluar Standar operating Prosedire tdopl y*g t.tut'cliietapkan;
membedkan informasi yang tidak benai;
menghambat ai<ses informasi ke penerima pelayanan publik;
menolak pengaduan masyarakat;
berperilaku tidak sopan, tidak ramah dan emosional.

VI. PENUTUI'

Sebagai sebuah organisasi yang secara langsung bersentuhan dengan masyamkat.
PP2T dihadapkan pada tantangan dan tuntutan untuk seialu memberikan piluy** terbaik
bagi peagguna jasanya. Pedoman Etika (standar norma) pelayanan yang t;lah disusun,
diharapkan dapat .dipedomani, dihayati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para
pegawai, sehingga kedepan BP2T dapat menjadi ujung tombak pelayanan publik di Aceh..
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2. Pegawai Bp2T selalu berpakaian rapi,
Islam.

sopan dan menutup aurat sesuai ajaran Syariat

NIP. 19601231 198710 1 001
PEMBINA UTAMA MADYA

KEPAT,A BADAN
PELAYANAN Ph]ITI INAN TERPADU


